Masterplan TIK Rampung Tahun Ini

Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menyusun masterplan
infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) wilayah untuk memperkuat
konektivitas internet di seluruh desa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar menjelaskan penyusunan

masterplan ini ditargetkan rampung tahun ini.

Dokumen itu akan menjadi acuan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh
kecamatan dan desa. “Tahun ini harus selesai. Supaya nanti kita punya gambaran jelas
wilayah mana yang sudah terlayani internet, mana yang belum,” ungkapnya. la menyebut,
dari 139 desa yang ada di Kutim, seluruh kantor desa kini sudah memiliki akses internet.
Namun, koneksi tersebut masih terbatas di titik-titik tertentu saja, seperti kantor desa,
sekolah, Puskesmas, dan beberapa UPTD.

“Kalau di Kantor Desa sudah ada. Tapi kalau bicara radius jangkauan sinyalnya, itu yang
masih terbatas. Karena wilayahnya luas dan kondisi geografisnya beragam,” jelasnya.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk
mencegah tumpang tindih program penyediaan internet desa. “Kami sudah komunikasi
dengan provinsi, supaya tidak tumpang tindih. Prinsipnya kita berbagi. Misalnya provinsi

pasang di area publik, kami fokus di fasilitas pemerintahan,” katanya.

Selain membangun jaringan di fasilitas umum, Diskominfo Kutim juga membantu
pemasangan internet di sekolah dan Puskesmas Pembantu. Namun, keterbatasan listrik di
beberapa wilayah membuat pemasangan belum bisa menyeluruh. “Kami coba pakai solar
cell, bukan untuk penerangan, tapi supaya perangkat internet bisa tetap berfungsi,”

ungkapnya.
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Ia menegaskan, keberhasilan perlu kolaborasi lintas pihak seperti PLN, penyedia layanan
internet, dan OPD lainnya. “Pembangunan jaringan ini tidak bisa hanya dibebankan ke
Diskominfo. Desa bisa pakai Dana Desa, sekolah pakai dana BOS, jadi harus berbagi,”

tegasnya.

Menurutnya, masterplan digitalisasi ini nantinya akan dijadikan b/ueprint resmi yang bisa
menjadi dasar hukum pembangunan konektivitas di Kutim agar penganggaran tepat
sasaran. “Kalau sudah ada payung hukum, kegiatan kita jelas dasarnya. Jadi tidak asal

anggaran keluar tanpa arah,” tutupnya. (jfr/kri)
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Catatan:

1. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU
6/2014) diatur bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pasal 86 ayat (2) UU 6/2014 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan

perdesaan.

3. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

antara lain adalah komunikasi dan informatika.

4. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran diatur bahwa Menteri menetapkan kewajiban
pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap

penyelenggara telekomunikasi.
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